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PENGEMPLANG PAJAK DI SUMBAWA DIPENJARA DUA TAHUN 
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Mataram (ANTARA) - Pengadilan Negeri Sumbawa  menjatuhkan vonis bersalah kepada 

Direktur CV SP berinisial SAB atas tindak pidana perpajakan dengan hukuman penjara selama 

dua tahun dan denda Rp3 miliar subsider tiga bulan "Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa 

memberikan putusan vonis penjara dalam persidangan yang digelar pada 25 September 2019," 

kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) Tri Bowo, 

saat menggelar konferensi pers di Mataram, Selasa. 

Tri Bowo menyebutkan terdakwa SAB adalah Direktur CV SP yang terdaftar sebagai wajib 

pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar. Sedangkan usaha CV SP 

adalah rekanan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang berlokasi di Kabupaten 

Sumbawa Barat. 

"Yang bersangkutan tidak menyetorkan pajak sebesar Rp1,07 miliar kepada negara. Padahal 

uang pajak tersebut sudah dibayarkan oleh PT AMNT selaku rekanan," ujarnya. 

Sesuai dengan prinsip ultimum remidium1 dalam penegakan hukum pajak, kata dia, maka KPP 

Pratama Sumbawa Besar sudah mengirimkan undangan klarifikasi pajak keluaran pada 15 

Desember 2015 dan dihadiri oleh yang bersangkutan.  Karena CV SP tidak kooperatif, maka 

Kantor Wilayah DJP Nusra melakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk menemukan unsur-

unsur pidana perpajakan yang dilakukan oleh CV SP. 

Tri Bowo menambahkan karena telah terbukti adanya pidana perpajakan2 dan CV SP tidak 

memanfaatkan pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), maka atas kasus tersebut dilanjutkan 

dengan penyidikan.  
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Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 3  Kantor Wilayah DJP 

Nusra sejak Januari 2017. Hasil penyidikan terbukti bahwa CV SP melanggar Pasal 39 ayat (1) 

huruf c, d dan i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 

(UU KUP). 

Terdakwa SAB bersalah karena selaku direktur CV SP terbukti telah melakukan tindak pidana 

di bidang perpajakan berupa tidak melaporkan sebagian penyerahan kena pajak dalam SPT 

masa PPN masa pajak  

Januari 2011 sampai dengan Maret 2015. 

"SAB juga tidak melakukan penyetoran atas PPN dalam negeri yang telah dipungut yang 

terutang dalam periode masa pajak Januari 2011 sampai dengan Maret 2015," ucap Tri Bowo. 

Ia mengatakan penyidikan tindak pidana perpajakanmerupakan upaya penegakan hukum yang 

diatur di peraturan perpajakan yang berlaku. 

Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan 

Agung akan selalu berupaya menindak tegas para pelaku tindak pidana perpajakan. Tindakan 

tersebut diharapkan dapat memunculkan rasa keadlian bagi wajib pajak patuh dan efek jera 

bagi wajib pajak tidak patuh. 

Kantor Wilayah DJP Nusra berkomitmen mencapai penerimaan pajak dengan tetap 

mengedepankan upaya persuasif, imbauan, dan penyuluhan untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak secara sukarela. "Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan 

dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pembiayaan sektor 

publik," kata Tri Bowo. 
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Sumber Berita: 

1. https://mataram.antaranews.com/berita/80452/pengemplang-pajak-di-sumbawa-

dipenjara-dua-tahun/2 /10/2019; 

2. https://bisnisntb.com/pengemplang-pajak-asal-sumbawa-barat-dipenjara/2/10/2019 
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Catatan: 

Sebagaimana diketahui bahwa pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang sehingga 

apabila tdak dipatuhi/dilanggar maka akan menibulkan hukuman/sanksi bagi pelaku. Sistem 

pemungutan pajak kita bersifat selft assement dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk 

mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 

terhitung. Konsekuensi tersebut menimbulkan tanggungjwab yang besar bagi wajib pajak (WP) 

untuk melakukan kepatuhan secara sukarela (Voluntary Compliance) 

Potensi Pelanggaran atas kepatuhan sukarela tersebut antaralain: 

1. Penghidaran Pajak (Tax Avoidance)  

Adalah suatu sekema Transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan (pemanfaatan celah 

hukum). Ciri-cirinnya adalah:  

a) Tidak secara jelas melanggar ketentuan perpajakan; 

b) Menafsirkan ketentuan pajak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan 

undang-undang 

2. Penggelapan Pajak (Tax Evasion) adalah Upaya penyulundupan pajak, suatu sekema 

memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal), 

misalnnya: 

a) Tidak melaporkan sebagian penjualan; 

b) Memperbesar biaya dengan cara fiktif; 

c) Memungut pajak tapi tidak menyetor) 

 [vide: https://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/12/tindak-pidana-perpajakan.html]. 

Dalam UU nomor 6 tahunn1983 dan perubahannya dalam BAB III mengenai Ketentuan Pidana 

dari pasal 38 sampai dengan Pasal 43 telah merumuskan norma-norma hukum terkait jenis 

tindak pidana dengan sanksi yang akan diberikan pada WP yang melanggar atau melakukan 

tindak pidana pajak. [vide: UU Nomor 6 Tahun 1983 dan Perubahannya Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata cara Perpajakn] 

 

1 ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana 

yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum [vide: Sudikno Mertokusumo dalam 

bukunya Penemuan Hukum Sebuah Pengantar hal. 128., 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium] 
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2 Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang 

menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunnya diancam dengan hukuman pidana [vide: 

https://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/12/tindak-pidana-perpajakan.html] 

3 Penyidik Pajak Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang 

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [vide: pasal 44 angka (1) UU Nomor 6 

Tahun 1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 1 angka (1) KUHAP] 


